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Abstrak
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam praktek perlindungan hak asasi manusia bagi korban

malpraktek kedokteran telah memenuhi rasa keadilan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat

dalam perlindungan hak asasi manusia bagi korban malpraktek kedokteran. Metode penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam. Hasil

penelitian menunjukan praktek perlindungan hak asasi manusia bagi korban malpraktek kedokteran belum

mencerminkan rasa keadilan. Hal ini terlihat pads penyelesaian kasus-kasus malpraktek kedokteran yang

ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan yang menempuh jalur pidana sebagian besar tidak

sampai ke pengadilan dan yang menempuh jalur perdata sebagian besar putusan hakim adalah tidak dapat

diterima dan ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa korban-korban malpraktek kedokteran belum

mendapatkan perlindungan dari negara. Putusan hakim Dalam 2 kasus yang diangkat dalam tesis ini belum

mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak asasi bagi

korban malpraktek kedokteran adalah faktor hukumnya, aparat penegak hukum dan fasilititas, masyarakat

serta budaya hukum. Penelitian ini menyarankan negara melalui aparat penegak hukumnya khususnya polisi

dan hakim harus lebih memperhatikan keadilan korbanikeluarga korban dalam penyelesaian kasus-kasus

dugaan malpraktek kedokteran. Pemerintah hams mensosialisasikan kepada masyarakat tentang upaya

hukum yang dapat ditempuh korbanikeluarga korban malpraktek kedokteran untuk memperoleh keadilan

dan peran lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan hams lebih

ditingkatkan untuk memfasilitasi korban-korban malpraktek kedokteran. Perlunya dibuat Undang-Undang

Perlindungan Pasien yang mengatur malpraktek kedokteran, aparat penegak hukum harus diberikan

pendidikan dan pelatihan ilmu kedokteran dan pemerintah harus membuat sebuah lembaga dokter

pembanding yang anggota-anggotanya dari dokter-dokter independen.

......

The purpose of this research is to find weather the implementation of human rights protection for the victim

of medical malpractice has fulfilled the concept of justice and to find out the obstacles at the process. The

method use is qualitative approach which consist of case study and deep interview. The results of the

research show that the human rights protection for the victim of justice. This condition can be seen from the

cases handled by The Agency for Health Law. Most of the cases brought to criminal procedure never been

processed to the court and cases brought to private procedure were can not be accepted a nd r ejected. These

fact shown that the state has not protected the victim of medical malpractice. The research analyzes two

cases settled through the court. The analyze show that judges decisions have not fulfilled the concept of

justice for the victims. The obstacles at the human rights fulfillment for the victim of medical malpractice

are the regulation, law enforcement official and the facilities, society also the culture. The research makes

suggestions for the human rights protection for the victim of the medical malpractice. Law makes especially

police and judge in medical malpractice have to give more attention to victim for justice. Government have

to make a socialization to society about the step of law can be follow by victim/family of medical
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malpractice to get justice, besides of non governmental organization on such as The Agency for Health Law

have to increasing to facilitate the victim of medical malpractice to get justice, making the law on the

protection of patients which regulates the medical malpractice; developing the human resources of the law

enforcement official through formal education and training ; and establishing and comparison doctor

institution which consists of independent doctors.


